
~1Jnaang":Undang Nomor 4 Tahun 01963 .tentang

Indonesia Tahun 1950)'-sebagaimanatelan diubahdengan

Lingkungan Provinsi' Jawa Berat -_(Berita Negara Republtk

Pembentirkan .Daerah-daerah. .Kabuparen .Dalam

2. UuCiang':'--Unoang Nomor 14 'Tahnn -nrSO .tentang

Indonesia Tahun 1945;

1. Pasal 18Ayat J6) Undang"'Undang Dasar Negara RepublikMengingat

Pendapatan dan Belanja Daerah;

Raya dan Haji KetigaBe-las yang Bets-umber dati Anggaran

'Peraturan Bupati tentangTeknisPemberian Turijangan Hari

Penerima Turljan_gan Tahun 2024, perlu menetapkan

.kepada Apararur Negara, Pensiunan, Perrerirna Perrsiun, dan

Pemberian Tunjangan Ban .Raya dan -Gaji .Ketiga .Belas

'Peraturan ~Pemerintah]~iomor~4 "Tahun 2024 .tentang

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa untuk .melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)Menimbang

DENGAN "RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TENTANO

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN -HARI RAYA DANoGAJI KETIGA BELAS YANG

_BE_R's:UM_BERD~RI~A.NGG1\:Rt\N~E_NllAJ'>MANJlAN ~BELAN.JA-nAE_RAI;f­

TAHUN 2024

-PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
N0MOR 13TAHUN 2024

BUPATIOPURW.AKARTA
PROVlNS! JAWA SARAT



.Subang Dengan Mengubah Hndang.,Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

.Pemerintahan .Daerah {Lembaran .Negara. .Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik -lndonesia .Nomor 5587)' -sebagaimana.

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­

'Undang 'Nomor 6 'Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. -Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 -tentang

.Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas

Kepada Aparatur 'Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,

dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan

.Lembaran .NegaraRepublik Indonesia .Nomor 6911);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

-tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana 'telah diubah dengan Peraturan 'Menteri

Dalam NegeriNomor 120Tahun 2018 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun



BABI

KETENTUANUMUM

PasalL

Dalam Peraturan Bupati iniyang.dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

.pemerintahan oieh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah rnenurut asas otonorni dan tugas

-pembantuan dengan prinsip otonomi-seluas-luasnya dalam

sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam 'Undang-Undarig Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah

warga .negara Indonesia yang memenuhi ..syarat .tertentu,

diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh

Pejabat "Pembina Kepegawaian untuk ·menduduki jabatan

pemerintahan.

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS 'PEMBERIAN

TUNJANGANHARIRAYADANGAJI KETIGABELASYANG

-sERSUMBER DAm ANGGARAN~PENDAPATA:NnAN

BELANJAD.AERAH IAHUN2024L

MEMUTUSKAN:

2015 .tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor

151);

Menetapkan -.



BABJI

PEMBERIAN !FUNJANGAN ·HARI RAYAnAN·GAJI KETIGA BELAS­

Bagian Kesatu

Umum

Pasal2

[IjPemberian tunjangan HariRayadan GajiKetiga Belas diberikan
.kepada;

-a, 'PNSdan -CalonPNS;

b. Bupati / WakilBupati;

c. 'Pimpinan dan Anggota DPRD;

d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;

.perjanjian .kerja untuk jangka waktutertentu dalam .rangka

melaksanakan tugas pemerintahan.

7. -Hari-Raya-adalahhari rayaIdulFitri,

.a. Pejabat Negara .adalah .Bllpati I Wakil BupatLserta .peiabat

negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang­

-undangan.

4. AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat AnggotaDPRDadalah Anggota DPRIJKa:bupaten.

5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut

CPNS adalah Pegawai yang baru Iulus tes seleksi

.penerimaan .Calon .Pegawai .Negeri.Sipiltahap .pertama .dan

Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban

untuk rnemenuhi-syarat -sebagaiPegawaiNegeri Bipil-dengan

gaji 100 %.

6. Pegawai 'Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang

selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia

yangmemenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan



Bagian Kedua

Pemberian Tunjangan Hari Raya

PasaI 3

__[IjTunjangan Hari Raya bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (1)terdiri atas:

.a.. gaji.pokok;

b. tunjangan keluarga;

-c: -nmjanganpangan;

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima

dalam 1 (satu) bulan bagi instansi .pemerintah daerah yang

mernberikan tambahan penghasilan dengan mernperhatikan

kemampuan .kapasitas fiskal .daerah .dan .sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan,

'(2)Dalamhal guru yang gaji pokoknya -bersumber .dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan

penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat frr 'huruf e,

dapat diberikan .paling.banyak sebesar tunjangan profesi .guru

f. PPPK.

'(2)'TunjanganHari Raya 'tidak diberikan 'kepada PNS:

a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau

.b. sedang ditugaskan di Iuar instansi pemerintah baik di dalam

.negeri .maupun. diluar .negeri yang .gajinya .dibayar .oleh

instansi tempat penugasan.

·e. .PegaWru.NOll.PegawaiAparatur BipiL.negara,pada.p_erangkat

daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan

-Layanan. Umum Daerah; -dan



(5)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan

'sebelum bulan Harr Raya 'sebageimarra dimaksud-padaayat (1)

belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya

diterima karena 'berubahnya penghasilan, kepada yang

bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan­

Hari Raya.

Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan,

.peringkat jabatan, ataukelas jabatannya setara.

·b~ pegawai non-Pegawai Aparatur .SipilNegara :yang.bertugas

pada instansi pemerintah yang menerapkan pola

-pengelolaan -keuangan Badan -Layarran Umum/Badan

Layanan Umum Daerah.

palingbanyak sebesar tunjangan HariRaya dan gaji'ketiga'belas

yangdiberikankepada.PNS padRBadan.Layanan.UmumjBadan.

(4)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:

a. pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum

Daerah; dan

atau paling banyak ..sehesar .tambahan .penghasilan .gnru

Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

{S)'11unjanganHad Raya dan 'gaji ketiga belas bagi Pimpinan-dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak

sebesar akumulasi dari uang represeIrtasi, tunjangan 'keluarga,

dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. ~ang .mengatur .hak .keuangan dan

administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah,



BABIII

PEMBAYARAN

Basal.S

'(1) 'I'unjangan Had Raya untuk Aparatur Negara, Pensiunarr,

Penerima Pensiun Dan Penerima Tunjangan dibayarkan paling

cepat to (sepuluh) 'hari'kerja sebelum tanggal'HariRaya .

.(2) ~Da1am.llal1llnjanganc.aa.tLR_ay.a.sebagaimanadim_aksud-,pada

ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat

dibayarkan setelah tanggalHari Raya.

Bagian Ketiga

Pemberian Gaji KetigaBelas
Pasal4

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas .berlaku .secara Mutatis

Mutandis terhadap Besaran Pemberian tunjangan Hari Raya.

e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima

dalam 1 .(satu)·bulanbagi .instansi.pemerintahdaerah. yang

memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan

kemampuan Icapasitas fiskal daerah -dan .sesuai -dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

,(6)Penghasilan .sebagaimana .pada .ayat ,(1) diberikan .bagi CENS

meliputi:

-a. 80 % (delapan-puluh-persen] dari-gaji pokok ,PNS;.

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan;

d. tunjangan umum; dan



Pasal?

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas

dapat "bersumber dari :

a. .anggaran.pendapatan dan.belanja.Daerah;

b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

B:ABIV
PENDANAAN

'Proses Pembayaran Tunjangan 'Hari Raya dan Gaji Ketiga Betas

dilakukan sesuai dengan peraturan .perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal6

(3.)Besafan runjangan Hari Raya yang .dibayarkan .sebagalmana

dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen

-penghasilanyang dibayarkanpada-bulan Maret Tahun 2024.

(4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dibayarkan paling cepat pada bulan duni Tahun 2024.

(5) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)belum dapat dibayarkan GajiKetigaBelas dapat dibayarkan

setelahbulan Juni Tahun2Q24~

(6) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

-besarannya yaitu -sebesar penghasilan 1 (satu] bulan pada

bulan MeiTahun 2024.



HKABUPATENPURWAKARTATAHUN2024 NOMOR13

GRAHA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal \0 f\!tit.e{:; ;lQ2~

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal \:1 \\lJCir.et ;202.y

/..,. Pj. BUPATI PURWAKARTA, J
I" ,t.S

/ 'II'
~4·~BEN IIRWAN

Kabupaten Purwakarta.

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Pasal9

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

dan dinyatakan tidak berlaku.

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 69), dicabut

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita

Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas YangBersumber Dari

Purwakarta Nomor -69 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati

BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasa18

· .


